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Skripsi ini membahas tiga permaslaahan yaitu mengenai: Apakah Surat Keputusan Pengangkatan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dapat dikatakan sebagal jaminan? Bagaimana ketentuan dan prosedur dari
pelaksanaan pemberian kredit Dewan Perwakilan Rakyat pada Bank BJB Kantor Wilayah I1? Bagaimana
bank BJB Kantor Wilayah |1 mengatasi dan menyelesaikan kredit macet akibat debitor wanprestasi ?
Berdasarkan metode penelitian kepustakaan, wawancara dan studi kasus di bank BJB Kantor Wilayah I1,
penulisan skripsi ini bertujuan memberikan deskripsi kontruksi hukum SK Pengangkatan DPRD sebagai
agunan di Bank.

Kesimpulan:

1) SK Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak termasuk sebagal jaminan gadai karena tidak
memilki nilai (tidak dapat dijual) dan nilai yuridis (tidak dapat di pindah tangankan)

2) Pengikatan kredit DPRD bukanlah SK Pengangkatan DPRD melaikan gaji DPRD yangbersangkutanlah
yang menjadi jaminan pokok dalam proses kredit tersebut.

3) Bank BJB dalam menyalurkan kredit DPRD sampai saat ini tidak pernah mengalami macet, namun bank
memiliki tindakan preventif untuk menghadapi kemungkinan adanya kredit macet yaitu dengan wajibkan
debitor mengansuransikan kreditnya, jika terdapat kredit bermasalah maka bank akan menyelesaikan kredit
macat tersebut merujuk Surat Edaran Bank Indonesia N0.14/26/DKBU tanggal 9 sepetember 2012 Perihal
Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

<hr>

This script will discuss three problems: Coulddecree of appointment of the Regional Parliament referred asa
collateral? What are the terms and procedureof credit application for Regional Parliament at Bank BJB
Regional Office II? How Bank BJBRegional Office Il overcome and solve thenon performing loan caused
by breach of contract? Based on literature research method, interview and case studyat Bank BJB Regional
Officell, the purpose of this script istogive the law construction description of the usage of decree of
appointment of the Regional Parliament as a bank collateral.

Conclusions:

1) decree of appointment of the Regional Parliament is not accepted as a bank collateralbecause it has no
selling value (can not be sold) and no juridical value (the ownership can not be transferred)

2) The credit binding factor for Regional Parliament is not the appointment decree,but it?s the Regional
Parliament?s salary that become the main collateralon the loan process.

3) Bank BJB, in terms of providing loan for Regiona Parliament, has never found any bad credit, however,
bank has preventive actsto overcome bad credit possibilities,by requiring the debtor to put their loan under
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an insurance, if there is any bad credit, then bank will solve the problem by referring toBank Indonesia
regulation N0.14/26/DKBU 9 Sepetember 2012 regardingThe Guidelines for Policy and Procedure of credit
for Rural Banks.



